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Isu hukum yang ingin dibahas pada tulisan ini ialah inkonsistensi yang lahir 
dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MKRI khususnya putusan yang 
memiliki substansi yang sama dimana hal tersebut merupakan masalah serius yang 
masih terjadi di Indonesia hingga dewasa ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara 
untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk 
mengetahui latar belakang terjadinya inkonsistensi terhadap putusan yang 
dikeluarkan oleh MKRI serta mengetahui cara agar menghindari terjadinya 
inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh MKRI kedepannya yang memiliki 
substansi yang sama. 
Sistematika penulisan dalam penilitian ini akan terbagi menjadi 4 Bab, yakni 
Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang dari isu hukum yang diteliti dan 
gambaran mengenai permasalahan penelitian mengenai inkonsistensi MKRI, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab II akan 
menguraikan mengenai judicial review, tinjauan mengenai kekuasaan kehakiman, dan 
tinjauan tentang konsistensi hakim dalam membentuk putusan,  Bab III akan 
menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh MKRI. Bab IV akan menguraikan 
kesimpulan dan saran. 









 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diamanatkan 
dalam UUD 1945 merupakan lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat 
(final and binding) dan memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of 
constitution). 
Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and 
binding) dan tidak memiliki upaya hukum lain maka selayaknya putusan MKRI dapat 
menegakkan prinsip negara hukum. Namun pada kenyataannya beberapa putusan 
MKRI telah dianggap menggalami perdebatan karena telah terjadi inkonsistensi pada 
putusan yang dibuatnya khususnya putusan tersebut memiliki substansi yang sama. 
Inkonsistensi putusan MKRI tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 73/PUU-
IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap Putusan 
MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah 
Daerah dan putusan MKRI Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian 
Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Putusan 
MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian Undang-Undang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah yang menjadi kajian 
penulis, mengingat hakim MKRI merupakan pemangku konstitusi yang putusannya 
bersifat final dan mengikat oleh sebab itu penting mengetahui latar belakang 
terjadinya inkonsistensi serta dibutuhkannya suatu upaya untuk mencegah terjadinya 
inkosnsitensi tersebut khususnya mengenai putusan yang memiliki substansi yang 
sama. 
 













Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa daftar peraturan atau 
kasus yakni : 
a. Daftar peraturan yang digunakan 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi 
3. Peraturan Pemerintaha Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Mahkamah Konstitusi 
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
b. Daftar kasus yang digunakan 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian 
terhadap Undang-Undang MD3 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian 
Undang-Undang Pemerintah Daerah 
3. Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-
Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
4. Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian 
Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
DAFTAR TABEL 
Table 1.Perbandingan putusan nomor 76/PUU-XII/2014  
Dan putusan nomor 73/PUU-IX/2011 ………………………….   7 
Table 2.Perbandingan putusan nomor 14/PUU-XI/2013  
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